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Abstract: DSN-MUI is the only board that has the authority to issue a fatwa on the types of activities, products and financial services as well as overseeing the implementation of Shariah fatwa meant by Shariah financial institutions in Indonesia. As a religious fatwa should be the product of its legal reasoning bertemali kemasyarakatan.Oleh closely with social problems because it must be based DSN fatwa result of interaction between legal thinkers with the environment, in which the relevance of religious belief for the material world is often overlooked. In fact the National Fatwa Council of Sharia Shariah financial products follow three patterns of legal thought as a reference of the pattern of baya>ni> (semantic study), patterns qiya>si> (ta'li>li> or determination 'illat or legal factors), and the pattern istis}lah}i> (considering the benefit based nash general) that three is a normative textual approach. Positifisasi efforts in response to the needs of the Muslims will be the implementation of Islamic law in the Indonesian economy missed by the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation Number 02 of 2008 on Economic Shariah Law Compilation (KHES), which partially absorb the contents of fatwas National Sharia Board good in almost the same formula or refer in part.
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Pendahuluan

Perkembangan sistem keuangan dan bisnis syari’ah telah menujukkan trend yang cukup menggembirakan. Trend sistem keuangan syari’ah  di Indonesia ini bermula ketika secara resmi Bank Muamalat Indonesia diresmikan dan dioperasikan pada tahun 1992. Dukungan Pemerintah dalam mengembangkan sistem keuangan syariah ini selanjutnya terlihat dengan dikeluarkannya perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tahun 1992.

Ketentuan ini menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking system) di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.
Pada tahun 1998, terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
 yang diperbaharui dengan Undang-undang no. 23 Tahun 1999 Tentang Perbankan dan Bank Indonesia dan Undang-Undang No.3 Tahun 2004.
Perubahan itu semakin mendorong berkembangnya keberadaan sistem perbankan syariah di Indoneisa Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Bank Umum Konvensional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah).Disusul oleh munculnya berbagai lembaga non bank yang berbasis syari’ah, seperti Asuransi, Pegadaian, Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS), dan masih banyak lainnya.

Sebagai konsekuensi keberadaan institusi keuangan syari’ah, maka secara operasional harus mengacu pada prinsip-prinsip syari’ah sekaligus tunduk pada peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia.Maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan SK.MUI No.Kep.754/II/1999 membentuk Dewan Syari’ah Nasional (DSN) yang di antaranya bertugas mengeluarkan fatwa atas berbagai jenis produk lembaga keuangan syari’ah.Sebagai fatwa keagamaan merupakan salah satu produk pemikiran hukum yang bertemali erat dengan problematika sosial kemasyarakatan.Oleh karena itu fatwa Dewan Syari’ah Nasional pada dasarnya adalah hasil dari interaksi antara pemikir hukum dengan lingkungannya.
 Di mana relevansi keyakinan religius bagi dunia material sering diabaikan, maka setiap studi agama harus mengajar tentang bagaimana orang hidup dan bekerja, melakukan transaksi moneter, mengelola aset keuangan dan semua kegiatan ekonomi yang melibatkan perilaku manusia dengan mencari bimbingan Ilahi dapat membantu membuat keputusan ekonomi yang tepat.

Sementara salah satu kelemahan industri keuangan terletak pada mekanisme fatwa dalam menjustifikasi transaksi-transaksi keuangan.Terkadang fatwa menjadi sekedar alat dalam membenarkan praktek konvensional yang masuk ke sendi-sendi sistem keuangan Islam. Fatwa ini cenderung hanya menggunakan sudut pandang hukum saja, sehingga membuat mekanisme fatwa menjadi overlook pada esensi-esensi transaksi keuangan Islam dan tidak mampu  menyuguhkan pertimbangan esensi transaksi berikut implikasi perekonomiannya. Maka sangat menarik untuk melakukan analisis pemikiran hukum atas fatwa Dewan Syari’ah Nasional tentang produk keuangan syari’ah dan penyerapannya dalam ranah hukum nasional dengan mempertimbangkan bahwa institusi keuangan harus tunduk kepada peraturan otoritas moneter Indonesia.

Profil Dewan Syari’ah Nasional (DSN)

Dewan Syari’ah Nasional
 dibentuk oleh MUI tahun 1999 yang merupakan satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syari’ah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syari’ah di Indonesia.
 Hingga saat ini DSN telah menfatwakan sejumlah 95 fatwa,
 melingkupi fatwa mengenai produk perbankan syari’ah, lembaga keuangan non-bank, seperti asuransi, gadai, pasar modal dan efek syari’ah, fatwa penunjang transaksi dan akad lembaga keuangan syari’ah. DSN juga berwenang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang akan dijadikan acuan bagi lembaga keuangan syari’ah. Surat Keputusan DSN yang dikeluarkan antara lain; SK tentang petunjuk pelaksanaan penatapan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada lembaga keuangan syari’ah (LKS) dan SK tentang dana kepesertaan dan iuran bulanan bagi perbankan dan lembaga keuangan syariah. 

Fungsi lain DPS adalah melakukan pengawasan aplikasi produk lembaga keuangan syari’ah untuk memastikan kesesuaianya menurut syara’, yaitu dengan membuat garis panduan produk keuangan syari’ah dan memberikan teguran kepada Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) yang bersangkutan jika diketahui melakukan penyimpangan melalui laporan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) dan dilanjutkan kepada otoritas moneter yang berwenang yaitu Bank Indonesia.

Pola Pemikiran Hukum Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Tentang Produk Keuangan Syari’ah

Perkembangan lembaga keuangan syari’ah yang semakin pesat menggambarkan maraknya praktek ekonomi Islam di masyarakat. Maraknyanya praktek hukum tersebut diikuti pula berbagai problem yang muncul sebagai dampak dari tarik menarik  kepentingan antar para pihak dalam persoalan ekonomi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan budaya masyarakat itu sendiri. Artinya, saat ini kebutuhan akan hukum aktivitas ekonomi Islam khususnya keuangan menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat Indonesia yang dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi syari’ah yang semakin hari kian berkembang. Dalam rangka mengakomodir kepentingan tersebut, Dewan Syari’ah Nasional (DSN) selaku satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas memberikan fatwa hukum atas praktek lembaga keuangan telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi dasar kebijakan oleh berbagai institusi, seperti Kementrian Agama dan Bank Indonesia.

Oleh karena banyaknya fatwa yaitu  95 fatwa yang dikeluarkan oleh DSN semenjak tahun 2000 -2014, maka untuk mempermudah penggolongan  fatwa secara tematik, fatwa DSN digolongkan berdasarkan tema, yaitu: Asuransi syari’ah, Obligasi Syari’ah, Jual beli mura>bahah, ekspor-import, mud}a>rabah, pasar modal syari’ah, sertifikat bank Indonesia, gadai, produk simpanan/penghimpunan dana, multi level marketing, card, musyarakah, pasar uang, ija>rah, hawalah, hasil usaha dalam LKS, pembiayaan, hutang dan piutang, penjaminan, Surat Berharga Syari’ah Negara (SBSN) dan jasa lainnya.

Fatwa yang akan dikaji dalam tulisan ini hanya beberapa fatwa yang sangat dominan dipraktekkan pada lembaga keuangan, diantaranya fatwa penyaluran dana berbasis jual beli (mura>bahah, salam dan istishna’), profit and loss sharing (mud}a>rabah dan musyarakah) serta ija>rah
1. Fatwa Tentang mura>bahah
Jual beli mura>bahah yang diterapkan berbagai lembaga keuangan syari’ah saat ini adalah mura>bahah dengan pesanan pembelian yang dipopulerkan oleh Sami Hasan Hamud dalam disertasinya pada Universitas  al-Azhar Mesir.
 Mura>bahah menurutnya adalah “suatu kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, agar bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, dan nasabah akan membelinya serta bank menjual kepadanya dengan sistem pembayaran tunai maupun tunda, yang telah ditentukan harga pokok pembelian ditambah margin keuntungan terlebih dahulu”.

Mura>bahah menurut DSN adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
 DSN menetapkan fatwa tentang mura>bahah ini dengan pertimbangan bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan bank syari’ah perlu memiliki fasilitas mura>bahah bagi yang memerlukannya.

Dasar pemikiran hukum yang dipakai DSN dalam menetapkan fatwa mura>bahah terdiri dari beberapa kutipan dalil nash.
 Dari aspek metodologi DSN menggunakan dalil ijma’ yang diambil dari mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli  dengan cara mura>bahah.
Fatwa ini berisi ketentuan umum mura>bahah, ketentuan mura>bahah pada nasabah, jaminan dalam mura>bahah, hutang dalam mura>bahah, penundaan pembayaran dalam mura>bahah serta ketentuan bangkrut dalam mura>bahah jika nasabah mengalami pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya.

2. Fatwa Tentang Mud}a>rabah
Mud}a>rabah dalam wacana fiqh merupakan kontrak yang melibatkan antara dua pihak, yaitu pemilik modal(investor/ṣaḥibul măl)yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan.
Mudharib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan,waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.

Mud}a>rabah dalam sistem perbankan syari’ah mayoritas digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (short-term commercial)dan jenis usaha tertentu (specific venture). Kontrak tersebut memberikan wewenang terhadap segala macam yang menyangkut pembelian (buying) dan penjualan (selling) barang, yang indikasinya untuk merealisasikan tujuan utama dari perdagangan yang didasarkan pada kontrak. Dalam hal ini, posisi mudharib bertindak sebagai nasabah bank Islam untuk meminta pembiayaan usaha berdasarkan kontrak mud}a>rabah, yang dengan dana tersebut mudharib menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan (profit).

Fatwa DSN tentang mud}a>rabah didasarkan atas pertimbangan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari’ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mud}a>rabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (ma>lik, s}ah}ib al-ma}l, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘amil, mud}a>rib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
  Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari’at Islam, DSN memandang perlu menetakan fatwa tentang mud}a>rabah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Dasar pemikiran hukum yang digunakan dalam penetapan fatwa tentang pembiayaan mud}a>rabah terdiri dari kutipan-kutipan ayat al-qur’an dan hadis. Dari aspek metodologi fatwa tersebut berdasarkan ijma’ qiyas dan kaidah fiqh.
 Metode ijma’  digunakan karena berdasarkan sebuah riwayat bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang/mudharib) harta anak yatim sebagai mud}a>rabah dan tidak ada seorangpun mengingkari mereka.
 Sedangkan metode qiyas digunakan untuk menganalogikan praktek mud}a>rabah dengan musa>qah.

3. Fatwa Tentang Ija>rah
Ija>rah dalam wacana fiqh adalah transaksi atas manfaat dari sesuatu tang telah diketahui, yang mungkin diserahkan dan dibolehkan dengan imbalan yang diketahui bersama atau transaksi atas berbagai manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan (ujrah).
Ija>rah dapat pula diartikan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Aplikasi ija>rah dalam Lembaga Keuangan Syari’ah yang mengoperasikan produk ija>rah, biasanya melakukan leasing, baik dalam bentuk operating lease maupun financial lease.Akan tetapi pada umumnya, bank lebih banyak menggunakan al-ija>rah al-muntahia bit-tamlik
karena lebih sederhana dari sisi pembukuan.

Dewan Syari’ah Nasional mengartikan ija>rah sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
 Dasar pertimbangan DSN mengeluarkan fatwa ini, menimbang bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ija>rah. Menimbang bahwa kebutuhan masyarakat  untuk memeperoleh jasa pihak lain guna melakukanpekerjaan tertentu melalui akad ija>rah dengan pembayaran (ujrah/fee). Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ija>rahuntuk dijadikan pedoman oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari’ah).

Dalil hukum yang digunakan dalam penetapan fatwa tentang pembiayaan ija>rah adalah beberapa kutipan ayat al-qur’an dan hadis.Dari sisi metodologi, fatwa ini merujuk kepada ijma’ tentang kebolehan transaksi ija>rah yang diperkuat dengan kaidah fiqhiyah bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

4. Fatwa Tentang Asuransi  (Ta’mi>n) Syari’ah

Asuransi dalam bahasa Arab berasal dari kata at-Ta’mi>n  (التامين) yang diambil dari kata dasar amana  ) (  أمنَ memiliki makna menjamin perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas rasa takut, sebagai mana yang tercantum dalam alqur’an surat  al-Quraisyi (4) “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”.



Men-Ta’mi>n-kan sesuatu berarti seseorang membayar atau menyerahkan sejumlah uang tertentu agar ia dan ahli warisnya mendapat sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Dengan perkataan lain seseoang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya atau hartanya.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 memberi pengertian asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Dewan Syari’ah nasional Majelis Ulama Indonesia ( DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syari’ah, memberikan definisi bahwa asuransi syaria’ah (taka>ful, ta’ammun) adalah usaha saling melindungi  dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui ‘aqad (perikatan) yang sesuai dengan syari’ah.

Dari sini dapat dipahami, bahwa ada dua konsep dasar akad yang dipakai dalam perusahaan asuransi taka>ful, yaitu Ta’mi>n/kafa>lah (konsep pertanggungan/jaminan) dan muḍārabah (bagi hasil).
Maka perusahaan Asuransi Taka>ful dapat digambarkan sebagai syarikat perkongsian untung-rugi antara syarikat dengan anggota-anggotanya yang mana kedua belah pihak bersepakat untuk saling menjamin atas kerugian atau musibah yang mungkin menimpa salah satu anggotanya.

Dana asuransi taka>ful terdapat dua system yang dipakai, yaitu system pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan system pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Untuk pengelolaan dana asuransi dengan unsur tabungan mekanisme pengelolaannya yaitu setiap premi taka>ful yang telah diterima akan dimasukkan ke dalam dua rekening:

1. Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta

2. Rekening khusus/tabarru’ (charity account)  yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk menjamin peserta lain atau membayar klaim ( manfaat taka>ful) kepada ahli waris, apabila ada diantara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.

Premi taka>ful akan disatukan ke dalam “kumpulan dana peserta” yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syari’ah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi akan dibagikan sesuai dengan perjanjian mud}a>rabah yang disepakati bersama misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan taka>ful.

Atas bagian keuntungan milik peserta (70%) akan ditambahkan kedalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Selanjutnya akan diberikan kepada peserta dalam bentuk manfaat taka>ful (klaim) apabila :

1. Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini   maka ahli warisnya akan menerima

2. Peserta masih hidup hingga masa pertanggungan selesai (misalnya setelah sepuluh tahun). Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima: Pertama: Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi. Kedua:Kelebihan dari rekening khusus/tabarru’ setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan

3. Peserta mengundurkan diri sebelum jatuh tempo (sebelum masa pertanggungan selesai). Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian dari hasil keuntungan investasi

Dasar pertimbangan DSN mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah ini, Pertama, dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. Kedua, Sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi. Ketiga, bagi mayoritas muslim di Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan; apakah status maupun cara aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syari’ah atau tidak. Keempat, maka untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syari’ah nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah.

Dalil hukum yang digunakan dalam penetapan fatwa tentang asuransiadalah beberapa kutipan ayat al-qur’an, hadis dengan di dukung beberapa kaidah fiqh, yaitu : (1) Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. (2) Segala madharat harus dihindarkan sedapat mungkin. (3) Segala madharat/bahaya harus dihilangkan.

Analisis Pola Pemikiran Hukum Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN)


Praktek hukum muamalat di masyarakat telah mengalami banyak perkembangan baru yang sudah bergeser dari normatifitas fiqh. Sebagai contoh sederhana adalah keterlibatan mayoritas umat Islam dalam  praktek pembungaan uang yang dianggap sama dengan riba dan diputuskan haram hukumnya oleh fatwa DSN-MUI. Terlepas dari pertentangan teori tersebut, norma hukum Islam menghendaki pemberlakuan hukum oleh setiap pemeluknya. Masalah bagaimana pemberlakuannya, hal itu kembali kepada metode pendekatannya, karena metode inilah yang membedakan antara satu ilmu dengan yang lainnya meskipun obyeknya sama. Kondisi lingkungan dan dialektika dengan lingkaran sosiologis-historis pada umumnya menjadi background lahirnya frame dan gagasan-gagasan pemikiran. Ada sebuah  kenyakinan bahwa munculnya intelektual tidak bisa dinafikan dengan pola interaksi bersama lingkungannya. Wajar bila akhirnya muncul suatu ungkapan bahwa seorang adalah anak zaman dari kondisi dan lingkungan tempat manusia itu eksis dengan eksistensinya.
 Oleh karena itu sebuah tradisi akan stagnan dan mati jika tidak dihidupkan secara konsisten melalui interpretasi ulang atas fatwa-fatwa keagamaan sejalan dengan dinamika sosial, ekonomi, politik dan budaya yang berubah dan terus mengalami perkembangan.


Dalam teori hukum Islam dikenal teori ‘urf atau adat sebagai salah satu metode istimbat hukum.Dalam teori ini hukum dirumuskan dengan mempertimbangkan adat istiadat masyarakat. Sehingga dalam kajian istinbat hukum Islam dikenal kaidah  “perubahan hukum itu (ditentukan) oleh perubahan waktu, tempat dan adat istiadat.
Terlebih lagi wilayah muamalat yang berkaitan langsung dengan masyarakat yang sarat dimensi sosiologisnya. Dengan demikian proses pencarian makna teks nash melalui ijtihad harus tetap terbuka sampai kapanpun, karena ijtihad bermakna peran aktif dan interaksi yang dinamis.
 Rasulullah telah mengisyaratkan sifat hukum yang dinamis dan terbuka dengan pernyataannya,”kamu sekalian yang lebih mengetahui urusan duniamu.”
 Fleksibelitas hukum ini dalam kaidah ushuliyah dikenal dengan kaidah “ semua akad muamalah pada dasarnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya”.


Fatwa DSN merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam di tanah air yang bertemali erat dengan dinamika aktifitas Lembaga Keuangan Syari’ah semenjak pemerintah memberlakukan UU.No.10 Tahun 1998 dan UU No.23 Tahun 1999 tentang Perbankan dan Bank Indonesia. Selain itu fatwa DSN merupakan salah satu dari lima produk pemikiran hukum Islam yang dipelajari dan diteliti seperti kitab fikih, Keputusan pengadilan Agama, perundangan yang berlaku di negara muslim, Kompilasi Hukum Islam dan fatwa.


Terkait dengan fatwa DSN-MUI nampak tiga pola pemikiran hukum sebagai rujukan yaitu pola baya>ni> (kajian semantik)
, pola qiya>si> (ta’lili atau penentuan ‘illat atau faktor hukum)
, dan pola istis}la>h}i> (mempertimbangkan kemaslahatan berdasarkan nash umum).


Sesungguhnya ketiga pola ijtihad bayani, ta’lili dan istis}la>h}i> tersebut dalam kaitan dengan maslahat sebagai maqa>s}id shari>’ah merupakan pola dalam rangka memahami tujuan penetapan hukum Islam, yaitu kemaslahatan hidup dalam kehidupan manusia, terutama bidang muamalah. Ketiga pola ijtihad tersebut dapat diterapkan secara bersamaan, yaitu memahami nash, menelusuri ‘illat nash dan memikirkan secara mendalam tentang kemaslahatan yang merupakan tujuan penetapan hukum Islam. Tampaknya fatwa DSN mengikuti alur pikir tersebut yang terlihat dalam hampir keseluruhan fatwa yang dikeluarkannya.Dalam menggunakan pola istis}la>h}i>ini, DSN mengumpulkan ayat-ayat umum guna menemukan prinsip-prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan.Kemudian prinsip umum tersebut dideduksikan kepada persoalan atau produk perbankan syari’ah yang akan diluncurkan oleh DSN. Persoalan atau transaksi yang terdapat dalam bentuk jasa perbankan syari’ah tersebut adalah : Wakalah,Kafa>lah, Hawalah, Jasa Save Deposit Box, Pengalihan Hutang, Letter of CreditImpor dan Letter of Credit Ekspor. Dalam menentukan hukumnya, digunakan prinsip-prinsip umum yang ditarik dari ayat-ayat Al Qur’an, Al Hadis, dan Qaidah Fiqhiyah.Dari prinsip-prinsip umum tersebut, sebagaimana yang dilakukan DSN dalam menetapkan fatwa-fatwa tentang produk pembiayaan, dalam menetapkan fatwa produk jasa, dilakukan pendeduksian dan pertimbangan tingkatan keutamaan seperti daruriyat (kebutuhan esensial), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyat (kebutuhan kemewahan).Berdasarkan hal tersebut, DSN MUI menyimpulkan kebolehan peluncuran dan pengembangan produk jasa perbankan Syari’ah melalui fatwa-fatwanya.Dari deskripsi dalil-dalil dan prinsip-prinsip umum yang digunakan oleh DSN dalam menetapkan fatwa tentang produk perbankan Syari’ah tersebut dapat Qiya>si> (Ta’lili) dan pola ijtihad Istis}la>h}i>.


Beberapa pakar ekonomi Islamseperti  Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Mohammad Obaidullah mengungkapkanbahwa salah satu kelemahan industri keuangan terletak pada mekanisme fatwa dalam menjustifikasi transaksi-transaksi keuangan. Obaidullah berargumentasi bahwa ruang lingkup interpretasi yang sangat luas dan beragam, dimana hal tersebut menyediakan ruang pula pada interpretasi yang kontradiktif, membuat fatwa dimungkinkan menjadi sekedar alat dalam membenarkan praktek konvensional masuk ke sendi-sendi sistem keuangan Islam.Fatwa saat ini cenderung hanya menggunakan sudut pandang hukum saja. Hal ini membuat mekanisme fatwa menjadi overlook pada esensi-esensi transaksi keuangan Islam.


Oleh sebab itu agar mekanisme penyusunan fatwa DSN hendaknya mengikutsertakan pandangan ekonomi yang mampu menyuguhkan pertimbangan esensi transaksi berikut implikasi perekonomiannya.Dengan begitu fatwa menjadi lebih lengkap memandang dan me-review sebuah transaksi, sehingga mampu memelihara dan menjaga karakteristik keuangan syariah agar selalu in-line dengan semangat ekonomi Islam-nya.Esensi keuangan Islam terletak pada dukungannya terhadap aktifitas ekonomi produktif, dimana aktifitas sektor riil menjadi muara semua transaksi keuangan Islam.


Sebagaimana hasil penelitian Volker Nienhaus (pemikir keuangan syari’ah) menemukan bahwa dalam praktek keuangan syariah banyak ditemui structure products yang diyakini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dimana produk-produk tersebut pada dasarnya tidak dapat diterima secara umum, namun beberapa Sharia Board dan Sharia Scholar mengakui kesyariahan produk tersebut, seperti produk Tawarruq and Comodity Murabaha, Collateralized Debt Obligations, Short Selling, Profit Rate Swaps dan Total Return Swaps. Dan ketika produk-produk tersebut diterapkan ternyata akan mengakibatkan terjadinya unrestricted liquidity (Tawarruq and Comodity Mura>bahah), speculation (Collateralized Debt Obligations dan Short Selling) dan sharia conversion (Profit Rate Swaps dan Total Return Swaps). Konsekwensi dari penerapan produk-produk seperti itu, ekonomi tidak mengalami peningkatan wealth dan juga dapat mengakibatkan systemic anomalies dan systemic vulnerability.

Penyerapan Fatwa Produk keuangan Syari’ah Dalam Hukum Nasional 


Fatwa DSN tentang produk keuangan syari’ah adalah fikih yang bercorak ke-Indonesiaan, karena memang lahir sebagai respon terhadap kebutuhan umat Islam akan penerapan hukum ekonomi Islam di Indonesia. Praktek hukum tersebut sarat dengan berbagai permasalahan yang muncul akibat dari tarik menarik antar kepentingan para pihak dalam persoalan ekonomi. Maka upaya “positifisasi” hukum ekonomi Islam menjadi sebuah keniscayaan bagi umat Islam, mengingat praktek ekonomi syari’ah sudah semakin semarak melalui berbagai Lembaga keuangan Syari’ah (LKS).Saat ini hukum Islam di Indonesia mendapat tempat yang sangat luas dalam sistem hukum dan perundang-undangan nasional, bila dibandingkan dengan era tahun 1988-1990-an ketika Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun. Di samping itu, banyak umat Islam yang peduli terhadap pemberlakuan hukum Islam  di Indonesia dalam mgelanggang politik dan lembaga-lembaga tinggi negara juga tidak menafikan perannya. 


Sistem keuangan Islam secara umum telah dipraktekkan melalui lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) yang membutuhkan payung hukum karena menyangkut hak-hak dan kepentingan banyak pihak dan dalam skala yang luas. Oleh karena itu akomodasi terhadap kenyataan sosiologis umat Islam sangat diperlukan karena hal itu akan berdampak pada efektifitas dan respon di masyarakat serta prospek hukum ekonomi Islam itu sendiri. Sebenarnya peluang penyerapan hukum Islam termasuk fatwa DSN ke dalam hukum nasional telah dijamin dalam pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dan dekrit presiden yang masih mencantumkan piagam Jakarta  yang memuat pernyataan “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya.


Maka dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) telah menjawab akan kebutuhan hukum masyarakat di bidang keuangan syari’ah. Di mana dalam KHES tersebut ada beberapa pasal yang terkait sekali dengan fatwa-fatwa DSN, baik dalam formula yang hampir sama ataupun merujuk sebagian saja. Beberapa fatwa DSN yang diserap dalm KHES dapat ditelusuri melalui table berikut: 

	FATWA DSN-MUI
	MATERI FATWA
	PENYERAPAN KHES

	No.04/DSN-MUI/IV/2000
	Mura>bahah
	-Jual beli mura>bahah
-Konversi akad mura>bahah

	No.05/DSN-MUI/IV/2000
	Jual beli salam
	Jenis-Jenis Jual Beli

	No.06/DSN-MUI/IV/2000
	Bai’ al-Istishna
	Jenis-jenis jual beli

	No.08/DSN-MUI/IV/2000
	Pembiayaan musyarakah
	Kontrak kerjasama syirkah

	No.09/DSN-MUI/IV/2000
	Pembiayaan ija>rah
	Sewa menyewa

	No.10/DSN-MUI/IV/2000
	Wakalah
	Wakalah (pemberian kuasa)

	No.11/DSN-MUI/IV/2000
	Kafa>lah
	Penjaminan (kafa>lah)

	No.12/DSN-MUI/IV/2000
	Hiwalah
	Pemindahan hutang (hiwalah)

	No.16/DSN-MUI/1X/2000
	Diskon dalam mura>bahah
	

	No.21/DSN-MUI/IV/2001
	Pedoman umum asuransi syari’ah
	Asuransi

	No.39/DSN-MUI/IV/2002
	Asuransi haji
	Asuransi

	No.47/DSN-MUI/II/2005
	Penyelesaian piutang mura>bahah 
	Mura>bahah

	No.48/DSN-MUI/II/2005
	Penjadwalan kembali tagihan mura>bahah
	Tagihan mura>bahah

	No.49/DSN-MUI/II/2005
	Konversi akad mura>bahah
	Akad mura>bahah



Dari penulusuran tersebut tampaknya bahwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran yang strategis sebagai mediator untuk senantiasa mengakomodir persoalan umat dan lebih produktif dalam menghasilkan fatwa-fatwanya untuk dijadikan pertimbangan dan bahan rujukan

Kesimpulan


Dari paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Fatwa DSN-MUI tentang produk keuangan syari’ah mengikuti tiga pola pemikiran hukum sebagai rujukan yaitu pola baya>ni> (kajian semantik), pola qiyasi(ta’lili atau penentuan ‘illat atau factor hukum),dan pola istis}la>h}i> (mempertimbangkan kemaslahatan berdasarkan nash umum). Di mana ketiga pola tersebut dalam kaitan dengan maslahat sebagai maqaṣid shari’ah merupakan pola dalam rangka memahami tujuan penetapan hukum Islam, yaitu kemaslahatan hidup dalam kehidupan manusia, terutama bidang muamalah. DSN menerapkan ketiga pola secara bersamaan, yaitu memahami nash, menelusuri ‘illat nash dan memikirkan secara mendalam tentang kemaslahatan yang merupakan tujuan penetapan hukum Islam. Sebagai fatwa yang lahir sebagai respon terhadap kebutuhan umat Islam akan penerapan hukum ekonomi Islam yang  sarat dengan berbagai permasalahan yang muncul, akibat dari tarik menarik antar kepentingan para pihak dalam persoalan ekonomi,  Maka seyogyanya fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) tidak hanya mempertimbangkan normative tekstual melainkan memperhatian konteks di masyarakat dengan pendekatan multidisiplin atau interdisipliner

2. Sistem keuangan Islam yang secara umum telah dipraktekkan melalui lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) membutuhkan payung hukum karena menyangkut hak-hak dan kepentingan banyak pihak dan dalam skala yang luas.Maka upaya “positifisasi” hukum ekonomi Islam menjadi sebuah kebutuhan bagi umat Islam, mengingat praktek ekonomi syari’ah sudah semakin marak melalui berbagai Lembaga keuangan Syari’ah (LKS).Saat ini hukum Islam di Indonesia mendapat tempat yang sangat luas dalam sistem hukum dan perundang-undangan nasional dengan munculnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES).  Penyerapan fatwa DSN tentang produk keuangan syari’ah ke dalam hukum nasional yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), terdapat beberapa pasal yang terkait sekali dengan fatwa-fatwa DSN, baik dalam formula yang hampir sama ataupun merujuk sebagian saja.
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